BUPATI JAYAPURA

PROVINSI PAPUA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012

Menimbang :

Mengingat

TENTANG PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta
memperhatikan indeks tarif pajak parkir dan perkembangan
perekonomian masyarakat di Kabupaten Jayapura, perlu
memberikan diskresi dalam penetapan tarif pajak parkir;

. bahwa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah khususnya

Pajak Parkir perlu dioptimalkan sehingga dapat meningkatkan
pendapatan asli daerah;

. bahwa untuk maksud tersebut huruf b, maka perlu merubah

besarnya pajak parkir yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Jayapura Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak
Daerah;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan

Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten
Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2907);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);



10.

11.

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung
Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012
Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017
Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

dan
BUPATI JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 7 TAHUN
2012 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 50 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 7
Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura
Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017
Nomor 3), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 50
Besarnya tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen)

Pasal 1II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 12 Mei 2022
BUPATI JAYAPURA,

ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 12 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,
ttd
HANA S. HIKOYABI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA :
5/2022

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALDA BAGIAN HUKUM DAN
p RU ALEY A A

US TAIME, S.H
PENATA Tk. |
NIP. 19840612 201004 1 003



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Kabupaten Jayapura
mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahan
untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah
dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak
mengenakan pungutan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan
sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan
beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lainnya yang bersifat
memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian pemungutan
Pajak Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Jayapura saat ini berusaha mengotimalkan
Pendapatan Asli Daerah hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah
merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Dimana
kegiatan = Pembangunan daerah  bertujuan untuk meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah sebagai Sumber Pendapatan Daerah yang dapat
dipergunakan oleh Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan
pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil
ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Daerah
dan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah yang
dikelola Kabupaten adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,
Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir,
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan serta Pajak Burung Walet.

Dengan perluasan basis pajak yang disertai dengan pemberian
kewenangan dalam penetapan tarif sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009, jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah, untuk menghindari
penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi
masyarakat secara berlebihan, Daerah hanya diberikan kewenangan untuk
menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Jayapura
diharapkan akan semakin mampu membiayai penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 50
Cukup Jelas.
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